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Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa menjadi fokus penting dalam pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap agenda global, pemerintah telah
mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kerangka pembangunan
desa melalui berbagai regulasi dan kebijakan.

Implementasi Program BLT-DD di Indonesia diperkuat melalui berbagai dasar hukum yang mengatur
penyaluran, pengelolaan, serta pengawasan dana bantuan kepada masyarakat desa, salah satunya ialah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa
untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi
pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi dampak kemiskinan di desa.

Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan program
BLT-DD, sebagai upaya guna mengurangi tingkat kemiskinan dalam kerangka Sustainable Development Goals
(SDGs).
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Data Pendukung

Gambar 1. SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, pada tujuan “Desa Tanpa

Kemiskinan” diperoleh skor sebesar 53,19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan di Desa

Sugihwaras berada pada kategori sedang dan masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek kesejahteraan masyarakat.

https://sugihwaras-candi.desa.id/
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Gap Masalah

• Dari hasil observasi, pendataan yang kurang efektif
sehingga tidak merata dalam menerima bantuan karena
kurangnya transparansi hasil pendataan sehingga
bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

• Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Desa
(Permendesa) Nomor 13 Tahun 2020, pemerintah desa
hanya diperbolehkan mengalokasikan sebagian dana
desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT-DD), yaitu maksimal 25% dari total Dana
Desa yang dimiliki. Karena jumlah dana yang digunakan
dibatasi, maka tidak semua warga miskin dapat
menerima bantuan BLT-DD.

PERMASALAHAN



5

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah:

Implementasi Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana Implementasi Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan ?
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Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, Isnaini Rodiyah (2014) berjudul "Implementasi Kebijakan Program Padi Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan,

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan". Peneliti membahas implementasi program Raskin sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan

di tingkat desa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan Raskin dan dampaknya terhadap

kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, termasuk aspek

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa. Selain itu, peneliti juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses distribusi beras, di mana

keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program Raskin

telah memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat miskin, namun masih ada tantangan dalam hal pemerataan dan pemahaman masyarakat

terhadap mekanisme program.

Penelitian kedua, Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016) dalam jurnal "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Pengentasan

Kemiskinan". Dalam penelitian ini membahas isu kemiskinan yang dinilai krusial dan penanganan kemiskinan yang perlu dipahami secara komprehensif

dan saling terkait dengan berbagai program dan kegiatan. Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan pertama adalah No Poverty

yang menjadi prioritas utama. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disepakati untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia,

termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia terus berupaya untuk mencapai tujuan pertama atau mengentaskan kemiskinan.
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Penelitian Terdahulu

Penelitian ketiga, Nanda Bayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, dan Agustiara (2020) tentang "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta", tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali upaya yang dilakukan oleh

pemerintah Yogyakarta dalam mendukung SDGs untuk mengatasi kemiskinan. Inisiatif ini akan menjadi indikator dalam pencapaian target

pemberantasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan

selama pelaksanaan MDGs, yaitu mengurangi kemiskinan sebesar 10,30%, belum berhasil dicapai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Oleh karena itu, selama masa implementasi SDGs, pemerintah daerah kembali menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu

prioritas utama. Diharapkan dalam jangka waktu implementasi SDGs hingga tahun 2022, target penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dapat

tercapai di kisaran 7-8%.

Penelitian keempat, Masta Dahlia Napitulu dkk (2020)."Analisis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa Bakal

Gajah melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes))". Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap implementasi Sustainable

Development Goals (SDGs) di Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

memahami bagaimana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mendukung pencapaian tujuan program SDGs di Desa Bakal Gajah.

Dalam empat penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian ini.
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Metode

Jenis Penelitian Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif

Fokus Penelitian Implementasi Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan,

menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III

dikutip dari Tesis Maryam Musawa (2009).

Lokasi Penelitian Desa Sugihwaras, Kabupaten Sidoarjo

Teknik Penentuan Informan Purposive Sampling

(Kepala Desa, Kasi Pelayanan, dan Masyarakat Penerima Manfaat)

Teknik Pengumpulan Data Observasi, wawancara, dan dokumentasi
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Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Sugihwaras dilakukan melalui musyawarah dan

koordinasi antara pemerintah desa, BPD, RT/RW, dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai program dapat

dipahami dengan jelas oleh masyarakat sehingga pelaksanaan bantuan berjalan lebih tepat sasaran.

Gambar 2. Sosialisasi Penyaluran BLT-DD

Sumber: Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

https://sugihwaras-candi.desa.id/
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Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, Kasi Pelayanan Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

“Terkait komunikasi ke bawah atau ke target, kami sudah melakukan musyawarah dengan BPD dan seluruh RT/RW di Desa

Sugihwaras. Jadi intinya setiap kali ada program baru, kami selalu melakukan musyawarah dengan pihak sasaran.”

Selain itu, pemerintah desa juga melakukan koordinasi sebelum menjalankan program prioritas penggunaan dana

desa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara berikut:

“Ya Bu, sebelum kita ingin melaksanakan program prioritas penggunaan dana desa, kita sudah berkomunikasi dengan kepala

RT dan RW serta stakeholder terkait.”
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Hasil dan Pembahasan

Gambar 2. Infografis BLT-DD

Sumber: https://kemendesa.go.id/berita/content/detail_infografis/BLT%20DD

https://kemendesa.go.id/berita/content/detail_infografis/BLT DD
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Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi BLT-DD, baik dari segi sumber daya

manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Pemerintah Desa Sugihwaras memiliki struktur pelaksana program yang

jelas, yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai verifikator, dan Kasi Kesra sebagai pelaksana

program. Berdasarkan hasil wawancara, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah untuk menjalankan program ini tim solid dan tidak terlalu keberatan, meskipun ada kendala di awal, namun

kita bisa menyelesaikannya sesuai target yang telah ditentukan.”

Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

No. Tahun Total Anggaran Jumlah Penerima KPM

1. 2022 Rp 493.200.000 137 KK

2. 2023 Rp 115.200.000 32 KK

3. 2024 Rp 115.200.000 32 KK
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Hasil dan Pembahasan

No. Nama Posisi Desa Posisi

Program BLT-DD

1. Syaiful Kepala Desa Penanggung Jawab

2. Moh. Sodiq Sekretaris Desa Verifikator

3. Muchlisin Kasi Kesra Pelaksana

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sugihwaras
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Hasil dan Pembahasan

Dari sisi sumber daya, Kasi Pelayanan, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

"Alhamdulillah untuk menjalankan program ini tim solid dan tidak terlalu keberatan, meskipun ada kendala di awal, namun kita bisa 
menyelesaikannya sesuai target yang telah ditentukan“

Gambar 4. Penyaluran BLT Tahap 1 Tahun 2025

Sumber: https://www.sugihwaras.desa.id/artikel/2025/3/13/pembagian-blt-tahap-1-tahun-2025

https://www.sugihwaras.desa.id/artikel/2025/3/13/pembagian-blt-tahap-1-tahun-2025
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Hasil dan Pembahasan

3. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan BLT-DD di Desa Sugihwaras dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

mengacu pada aturan dari Kemendesa. Struktur birokrasi yang jelas membantu koordinasi antar perangkat desa sehingga

pelaksanaan program berjalan lebih tertib dan terorganisir. Berdasarkan hasil wawancara, Nur Amiril, S.AP menyatakan

bahwa:

“Untuk Standar Operasional Prosedur terkait kebijakan ini, kami mengacu langsung pada Standar Operasional Prosedur 

pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa.”

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Dalam tahap pelaksanaan, Tim Pengentasan Kemiskinan Desa bekerja sama dengan BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan

Bank Delta Artha untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas,

penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.
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Hasil dan Pembahasan

Pada struktur diatas, menghasilkan koordinasi yang efisien dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Kepala Desa memegang 

kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan RT/RW. 

BLT-DD di Desa Sugihwaras dilaksanakan dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang terstruktur dan rinci untuk setiap 

tahap. SOP ini langsung disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga yang berhak menerima, sehingga bantuan tersebut dapat segera 

digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
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Hasil dan Pembahasan

4. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana program menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab aparat desa dalam

menjalankan kebijakan BLT-DD. Pemerintah desa berupaya menjalankan program sesuai aturan agar bantuan dapat diterima

masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

“Disposisi didahului oleh pemerintah pusat untuk memberikan kode pencairan dana BLT-DD yang dibagi menjadi suku-suku

satu kali, setelah itu pelaksana kegiatan meminta bendahara desa untuk melakukan proses pencairan dengan persetujuan

kepala desa dan sekretaris desa.”

Data pendukung menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD dilakukan secara bertahap dan melalui prosedur yang

jelas sebelum dana diberikan kepada masyarakat. Sikap positif dan komitmen aparat desa dalam menjalankan program menjadi

faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan di Desa Sugihwaras.
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Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks disposisi Desa Sugihwaras, Nur Amiril, S.AP menyatakan sebagai berikut, yaitu:

"Disposisi didahului oleh pemerintah pusat untuk memberikan kode pencairan dana BLT-DD yang dibagi menjadi suku-suku satu kali,
setelah itu pelaksana kegiatan meminta bendahara desa untuk melakukan proses pencairan dengan persetujuan kepala desa dan sekretaris
desa setelah tahap itu selesai baru kemudian bank dapat memberikan dana BLT DD kepada KPM“

Gambar 5. Pendampingan Oleh Perangkat Desa, BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas

Sumber: Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

https://sugihwaras-candi.desa.id/
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Temuan Penting Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT-DD di Desa Sugihwaras berperan penting dalam

membantu mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini juga membantu

meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung usaha kecil di desa. Keberhasilan implementasi program

dipengaruhi oleh empat faktor utama menurut teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur

birokrasi, dan disposisi. Komunikasi dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah desa, BPD, RT/RW, dan

masyarakat sehingga informasi program dapat tersampaikan dengan baik. Dari sisi sumber daya, pemerintah desa

memiliki pembagian tugas yang jelas dan didukung oleh anggaran BLT-DD yang digunakan untuk membantu

masyarakat miskin.

Selain itu, pelaksanaan program telah mengikuti SOP dari Kemendesa sehingga proses penyaluran bantuan

berjalan lebih tertib dan transparan. Sikap dan komitmen aparat desa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan

program BLT-DD di Desa Sugihwaras.

Namun, penelitian menemukan masih terdapat kendala dalam pendataan penerima bantuan dan keterbatasan

anggaran BLT-DD sehingga belum semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan secara merata.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis,

penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi program Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan teori George C. Edward III

yang meliputi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah

Desa Sugihwaras dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BLT-DD agar lebih tepat sasaran dan

transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, peneliti selanjutnya,

maupun masyarakat dalam memahami pelaksanaan program bantuan sosial desa sebagai upaya mendukung

pengurangan kemiskinan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa

Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan

dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai yang digunakan untuk kebutuhan pokok serta mendukung daya beli

masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh empat faktor utama berdasarkan teori George C.

Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Komunikasi yang baik antara pemerintah

desa dan masyarakat, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi yang jelas, serta komitmen aparat desa menjadi

faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program BLT-DD.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama pada proses pendataan penerima

bantuan dan keterbatasan anggaran BLT-DD sehingga belum seluruh masyarakat miskin dapat menerima bantuan

secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akurasi pendataan, koordinasi antar pihak terkait, dan

optimalisasi pelaksanaan program agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung

pengentasan kemiskinan di Desa Sugihwaras.
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